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PENGEMBANGAN MODEL DAN PENYUSUNAN INDIKATOR KEMAJUAN
PEMBANGUNAN KELURAHAN PADA ERA OTONOMI

MULYANTO
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN, FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, SURAKARTA
EMAIL: YANTO.MUL@GMAIL.COM

Abstract : The purpose of this research was to construct the model and
indicators to measure the development progress of the village area in
autonomy era. The data used in this study were adopted from the time
series secondary data of some indicators that classified into four indicators,
namely: (i) GCI (Government Capacity Indicators/ Index); (ii) DDI (District
Development Indicators/Index); (iif) CEI (Community Empowerment
Indicators/Index); and (iv) CSI (Commu-nity Self-Supporting Indicators 4
Index). These indicators would be composed into index, namely VDI
(Villages Development Index).

Using the secondary data for three years (2004, 2005 and 2006),
collected from 51 villages in Surakarta City; the results of this study as
follows: (i) GCI has provided a great contribution to VDI compared with the
DDI, CEI and CSI; (ii) Composing the mean from the VDI indext into the
district index; the District of Laweyan was the biggest index compared with
the others, then it was followed by the Disstrict of Banjarsari, the Distrct of
jebres, the District of Serengan, and finally the District of Pasar Kliwon; (i11)
The Villages such as the Village of Jajar [the District of Laweyan]; the
Village of Kerten [the District of Laweyan]; the village of Sumber [the
District of Banjarsari]; the Village of Mojosongo [the District of Jebres]; and
the Village of Gandekan [the District of Jebres] have a great index
compared with the other. On the contrary, the villages such as the Village
of Semanggqgi [the District of Pasar Kliwon]; the Village of Pasar Kliwon [the
District of Pasar Kliwon]; the Village of Kepatihan Wetan [the District of
Jebres]; the Village of Panularan [the District of Laweyan];and the Village of
Kepatihan Rulon [the District of Jebres] have a inferior index.

Eey wordss Indeks Pembangunan Kelurahan, Indikator Kemajuan
Pembangunan Kelurahan, Otonomi Daerah.
PENDAHULUAN Perimbangan Keuangan

antara

Pelaksanaan Otonomi Daerah
yang ditandai dengan semangat
desen-tralisasi kewenangan (power
sharing) dan desentralisasi keuangan
(fiscal  decentralization)  mulai
dilaksanakn secara penuh sejak awal
tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1
Januari 2001. Hal ini sesuai dengan
amanat yang tertuang dalam UU No.
22/1999 tentang Pemerintah Daerah
dan UU No. 25/1999 tentang

Pemerintah Pusat dan Daerah; yang
sekarang ini, kedua UU tersebut
telah dirubah menjadi UU No.32/2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan
UU No.33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah.

Di lain pihak, pelaksanaan
otonomi daerah pada hakekatnya
diarahkan dan ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan (service
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delivery) Pemerintah Daerah (Jocal
governmenf) kepada masyarakat
(social community) agar lebih efisien
dan responsif terhadap potensi,
kebutuhan maupun karakteristik di
masing-masing daerah. Cara yang

diterppuh yaitu dengan
fnemngkatkan hak dan tanggung
jJawab Pemerintah Daerah untuk

mengelola rumah tangganya sendiri,
tetapi masih berada dalam koridor
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut,

kewenangan Pemerintah Pusat
menjadi semakin berkurang dan
akan lebih berperan sebagai

fasilitator sekaligus evaluator kepada
seluruh Pemerintah Daerah (baik
Propinsi, Kabupaten dan Kota) atas
pelaksanaan otonomi daerah yang
sudah dan sedang berjalan. Peran
sebagal fasilitator dan evaluator,
khususnya sangat terasa dalam
beberapa aspek, seperti: (1)
Penghapusan, Penggabungan dan
Pemekaran Wilayah; (ii) Kebijakan
tentang Perencanaan Nasional dan
Pengendalian Pembanguan Nasional
secara makro; (iii) Penetapan Dana

Perimbangan Keuangan ‘dan
sebagainya (Bappenas 2001).

Dalam konteks Pemerintah
Daerah, sangat mendesak untuk
dilakukan suatu

penelitian/pengkajian yang dapat
menghasilkan suatu indikator atau
tepatnya indeks yang menunjukkan
bobot/besaran nilai mengenai suatu
hal; sebagaimana Pemerinatah Pusat
telah melakukannya ketika membagi
dan mengalokasikan besaran DAU

(Dana Alokasi Umum) kepada
Pemerintah Propinsi maupun
Pemerintah Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia.

Di lain pihak, pembangunan

percepatan pertumbuhan ekonomj
daerah dan faktor penentu lainnya
Tujuan pembangunan daerah adalah
untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan cara memperluas
kesempatan kerja, pemerataan
pendapatan masyarakat, P_emngkatan
hubungan antar daerah/wilayah serta
terus diupayakan adanya proses
pergeseran kegiatan ekonoxm dari
Sektor Primer (Sektor Pertanian dan
Sektor Pertambangan/ Penggalian);
menuju ke Sektor Industri (Sektor
Industri Pengolahan dan Sektor
Bangunan); ke Sektor Utilitas (Sektor
Listrik, Gas dan Air Bersih/Minum;
dan Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi); serta ke Sektor Jasa

(Sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran; Sektor Bank dan Lembaga
Keuangan Lainnya, Sektor Sewa
Rumah, Sektor Pemerintahan dan
Pertahanan, serta Sektor Jasa
Lainnya).

Secara umum, tujuan dari
pembangunan di suatu daerah

adalah: (i) mendorong terciptanya
pekerjaan yang berkualitas bagi
penduduk dengan mengupayakan
peningkatan sumberdaya yang lebih
berkualitas, sehingga mampu
berperan dalam aktivitas yang lebih
produktif; dan (ii) menciptakan
stabilitas ekonomi dengan cara
menylapkan sarana prasarana yang
dibutuhkan bagi pengembangan
aktivitas ekonomi daerah. Secara
rinci tujuan umum dari adanya
pembangunan daerah dalam era
otonomi sekarang ini, antara lain
meliputi:

1. Mendorong terciptanya pekerjaan
yang berkualitas bagi penduduk,
yaitu dengan mengupayakan
peningkatan SDM (Sumber Daya
Manusia) yang lebih berkualitas,

daerah sendiri sering diartikan sehingga mampu berperan dalam
sebagai suatu proses  yang aktivitas yang lebih produktif
berdimensi banyak yang melibatkan dibanding dengan yang sudah
perubahan besar dalam struktur dilakukan;

sosial, sikap masyarakat dan 2. Berusaha menciptakan stabilitas
kelembagaan dgerah, semisal ekonomi dengan cara
- A
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menyiapkan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan bagi
pengembangan aktivitas ekonomi
daerah yang meliputi: penyediaan
lahan, tenaga kerja, dana
pembiayaan dan bantuan teknis/

manajemen  untuk mencegah
timbulnya ketimpangan-
ketimpangan yang dapat

menghambat pembangunan;

. Mengusahakan terus terciptanya
basis diversifikasi aktivitas
ekonomi yang luas, yang
diharapkan dapat memperkecil
resiko fluktuasi bisnis, dimana
dengan adanya basis ekonomi
yang kuat maka resiko fluktuasi
ekonomi regional/wilayah dapat

diperkecil;

. Peningkatan ketersediaan serta
perluasan distribusi dari
berbagai macam barang

kebutuhan hidup yang pokok,
seperti: sandang, pangan, papan,
kesehatan, dan perlindungan
keamanan;

. Peningkatan standar hidup yang
tidak hanya berupa peningkatan
pendapatan tetapi juga meliputi

pertambahan penyediaan
lapangan kerja, perbaikan
kualitas pendidikan, serta

peningkatan perhatian atas nilai
kultural dan kemanusiaan yang
kesemuanya tidak hanya untuk
memperbaiki kesejahteran
materiil, tetapi juga
menumbuhkan jati diri pribadi
dan daerah yang bersang-kutan;
serta

. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi
dan sosial bagi setiap individu
serta daerah secara keseluruhan,
yakni dengan membebaskan
mereka dari sikap
ketergantungan, yang bukan saja
pada orang atau daerah lain,
melainkan juga terhadap setiap

Mulyanto, Pengembangan Model Dan Penyusunan...

Dari berbagai pengertian di
umum dapat

atas, maka secara

diartikan bahwa pembangunan
daerah adalah suatu proses dimana
pemerintah dan masyarakat

mengelola sumberdaya-sumberdaya
yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah
dengan sektor swasta dalam rangka
menciptakan suatu lapangan kerja
baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi
(pertumbuhan ekonomi) dalam
wilayah  tersebut. Pembangunan
ekonomi daerah juga dikatakan suatu
proses, yaitu proses yang mencakup

pembentukan institusi-institusi baru,
industri-industri

pembangunan
alternatif, perbaikan kapasitas
tenaga kerja yang ada untuk

menghasilkan produk dan jasa yang
lebih baik, identifikasi pasar-pasar
baru, alih ilmu pengetahuan, dan
pengembangan perusahaan-
perusahan baru.

Untuk menghasilkan
perencanaan yang lebih
diperlukan dukungan
informasi yang relevan, serta
dibutuhkan pengetahuan tentang
indikator-indikator pembangunan
dari hasil pembangunan itu sendiri.
Penyusunan indikator-indikator
pembangunan dapat dilakukan dari
berbagai pendekatan dan
kepentingan, yang antara lain
berupa pendekatan menurut bidang
pembangunan, menurut sektor-
sektor pembangunan dan juga
menurut kepentingan yang lain.
Bappeda (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah) pada
beberapa waktu yang lalu
menggunakan indikator pembangu-
nan yang dikategorikan ke dalam
indikator bidang ekonomi, indikator
sosial, dan indikator fisik prasarana.

Di lain pihak, perencanaan
maupun pelaksanaan pembangunan

suatu
baik
sistem

kekuatan yang berpotensi
merendahkan nilai-nilai sebagai suatu kerangka yang
kemanusiaan. rasional harus mempunyai tolok ukur
untuk mengantisipasi dan
45
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memberikan arah bagi proses
kebijakan pembangunan. Dalam
dokumen Propenas (Program
Pembangunan Nasional) Tahun 2000-
2004; disebutkan bahwa
pembangunan merupakan proses

Yang melibatkan keterkaitan antara
faktor ekonomi dan faktor non-
ekonomi. Meskipun dalam jangka
pendek sulit dikatakan mana yang
lebih dominan (apakah faktor
ekonomi atau faktor non-ekonomi);
namun banyak yang berpendapat
bahwa faktor non-ekonomi di dalam
jangka panjang, khususnya yang
terjadi di Negara Sedang
Berkembang termasuk
relatif akan berpengaruh terhadap
proses pembangunan.

Saat ini dikembangkan
indikator-indikator lain yang cukup
luas, yang tidak sekedar indikator
PDB/PDRB, namun sudah mencakup
dimensi dan aspek lain selain faktor
ekonomi. Indikator-indikator
tersebut secara umum terbagi
menjadi 2 (dua) macam, yaitu: (i)
Indikator yang mencakup hasil
interaksi dari Dberbagai faktor
ekonomi, sosial, dan politik dalam
suatu pola normal atau pola optimal;
dan (ii) Indikator yang menangkap

kualitas hidup. Secara ringkas
indikator pembangunan daerah,
dapat dikelompokkan menjadi 3

(tiga), yaitu: (i) indikator ekonomi;
(ii) indikator non ekonomi; serta (iii)
indikator gabungan. Indikator
pembangunan semacam PQLI
(Physical Quality of Life Index); HDI
(Human Development Index); dan
juga RDI (Regional Development
Index) termasuk dalam kategori
indikator gabungan.

Dengan menggunakan data-
data sekunder di 51 kelurahan di
Kota Surakarta selama tahun 2004-
2006; tujuan dari pengkajian ini
adalah untuk menyusun dan
menghasilkan suatu dokumen yang
memuat indeks-indeks kemajuan
suatu kelurahan, yang mengukur

46

Indonesia;’

aspek-aspek yang rglevan dengap

pelaksanaan Otonomi dan Pemba.

ngunan Daerah. Adapur} tujuan
secara rinci, adalah sebagai berjkyt.

1. Untuk menghasilkan suatu indeks
umum yang disebut sebaga;j
Indeks Pembangunan Kelurahap
(IPKel) di 51 kelurahan di Kots
Surakarta yang dihasilkan dayj
proses dekomposisi /
pembobotan dari 4 (empat) sub
indikator, yaitu: (a) Sub Indikator
Kapasitas Pemerintahan (KpP); (b)
Sub Indikator Perkembangan
Wilayah (PkW); (c) Sub Indikator
Keberdayaan Masyarakat (KbM);
dan Sub Indkator Keswadayaan
Masyarakat (KsM).

2. Untuk mengkaji dan menganalisis
Sub Indikator Kapasitas
Pemerintahan (KpP) di 51
kelurahan di Kota Surakarta, yang
mencakup: (a) Aspek Kapabilitas
Aparat; (b) Aspek Keuangan
Daerah; serta (c) Aspek Sarana
dan Prasarana Pemerintahan.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis
Sub Indikator = Perkembangan
Wilayah (PkW) di 51 kelurahan di
Kota Surakarta, yang mencakup:
(@) Aspek Fasilitas Publik; (b)
Aspek Ekonomi Wilayah; serta (c)
Aspek Kondisi Fisik, Lingkungan
Hidup dan Sumber Daya Alam.

4. Untuk mengkaji dan menganalisis
Sub  Indikator  Keberdayaan
Masyarakat (XbM) di 51 kelurahan
di Kota Surakarta, yang
mencakup: (a) Aspek Kependu-
dukan dan Ketenagakerjaan; (b)
Aspek Kesejahteraan: serta (C)
Aspek Sosial Politik dan Budaya-

. Untuk mengkaji dan menganalisis
Sub Indikator Keswadayaan
Masyarakat (RsM) di 51 kelurahan
di  Kota  Surakarta, yand
mencakup: (a) Aspek Partisipas!
m:ygrakat; (b) Aspek Swadsyd

ni; se Da
"y rta (c) Aspek y
. Manfaat yang diharapkan 3%
kegiatan pengkajigan d.'-.mp analisi®

/
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penyusunan Indeks
gunan Kelurahan = (IPKel)
erapkan di 51 kelurahan di
adalah sebagai

serta
pembarnl
7209 9o karta
gota Surakarta,
berikut: ’ .
|, Sebagai ala}t perbandingan
" mengenai  tingkat  kemajuan
embangunan antar kecamatan di
Kota Surakarta pada umumnya,
dan di 51 kelurahan pada
khususnya.

gsebagai alat advokasi dan juga
alat evaluasi mengenai tingkat

perkembangan pembangunan di

5 kecamatan di Kota Surakarta
pada umumnya, dan
pembangunan di 81 kelurahan
pada khususnya.

Dapat digunakan sebagai dasar
penyusunan kerangka kerja di
dalam peren-canaan
pembangunan, sebagai alat
evaluasi mengenai
pemekaran/pengga-
bungan/penghapusan suatu
kelurahan, alat penentuan
prioritas dan perhitungan alokasi
pembiayaan pembangunan; dan
sebagainya.

(78]

METODE PENELITIAN

Beberapa tahap yang
dilaksanakan terkait dengan
kegiatan pengkajian dan analisis
serta penyusunan Indeks

Pembangunan Kelurahan (IPKel) di
Sl kelurahan di Kota Surakarta,
antara lain meliputi:

Pengumpulan Data

2. Studi Pustaka, yaitu pengum-
pulan data-data sekunder darl
berbagai  dokumen  di
lingkungan pemerintahan Kota
Surakarta, seperti Surakarta
Dalam Angka; Perkembangan
PDRB (Produk  Domestik
Regional Bruto); Kota
Surakarta dan sumber-sumber
lain yang terkait dan relevan.

b. Survey Lapangan, yaitu
melakukan observasi langsung
kepada  pejabat di 5l

kelurahan di Kota Surakarta,
terkait dengan pencarian data-
data pembentuk Indeks
Pembangunan Kelurahan
(IPKel).

¢. Wawancara, Diskusi dan Kon-
sultasi Nara Sumber, yaitu
dengan melakukan pengkajian
bersama dengan menghadir-
kan nara sumber dari unit
kerja atau instansi di
lingkungan pemerintahan Kota
Surakarta, terutama masukan
dari tenaga ahli terkait untuk
mendapatkan data-data dan
informasi yang mendukung
dicapainya berbagai variabel
pembentuk Indeks Pembangu-
nan Kelurahan (IPKel).

Cakupan Studi

Cakupan dalam pengkajian
dan analisis serta penyusunan Indeks
Pembangunan Kelurahan (IPKel) di
Kota Surakarta, di bagi menjadi 3
(tiga ) tahap yaitu :

a. Inventarisasi Data-data Pendu-
kung Indikator, yaitu melaku-
kan pengumpulan data yang
terkait dengan pembuatan
berbagai indikator dan sub
indikater yang dikelompokkan
ke dalam: (i) Sub Indikator
Indikator Kapasitas
Pemerintah; (ii) Sub Indikator
Indikator Perkembangan
Wilayah; (iii) Sub Indikator
Indikator Keberdayaan
Masyarakat; dan (iv) Sub
Indikator Keswadayaan
Masyarakat.

b. Penetapan Sub-Sub Indikator,
yaitu mencari sub-sub
indikator yang menyertai
keempat sub indikator utama,
yang kemudian disertai
dengan pembobotan nilai-nilai
numerik intensitasnya.

\\
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¢. Penghitungan
rating/peringkat, yaitu mela-
kukan serangkaian perhi-
.tungan sampai didapat-kan
Indeks Pembangunan Kelu-
- rahan (IPKel) di 81 kelurahan
di  Kota Surakarta  dan
sekaligus melakukan
Pemeringkatan atas nilai-nilai
indeks yang telah dihasilkan,
serta menguji ada tidaknya
selama kurun waktu 2004-
2006.

Model Studi/Pengkajian ;
Model studi yang digunakan di
dalam penyusunan dan perumusan
Indeks Pembangunan Kelurahan
(IPKel) di 51 keluraan di Kota
Surakarta adalah kajian data statistik
dengan model skoring, adapun
tahapan penyusunanya dapat
digambarkan melalui skema, seperti
yang dapat dilihat pada gambar 2.1.
Bobot dibuat untuk
membandingkan kriteria yang satu
dengan yang lain, menurut urutan
mana yang lebih penting. Bobot juga
dibuat untuk membandingkan sub
kriteria yang satu dengan yang lain
pada masing-masing kriteria
berdasarkan urutan mana yang lebih
penting. Bobot tersebut berupa nilai
dan jumlahnya sama dengan 1 (satu)
untuk setiap level atau tingkat pada

hierarki. Setelah bobot diperoleh, Sedang untuk sub indeks pembentuk
maka bobot ini akan digunakan untuk IPKel, dapat dijelaskan sebagdi
menefukan Indeks Pembangunan berikut:
Kelurahahk (IPK'el) Ry r};\engukur a. Peringkat untuk Sub Indeks
tingkat emajuan pembangunan Ka . R
kelgurahan di suatu kecamatan di Kota dafia;lat:sg tzflt:esl;:‘:iﬁ;nga (;(f:;
Surakarta. @ Gambaran mengenai terkecil adalah Kec. Laweyan
klasifikasi bobot Kkriteria dan sub Kee. Banjarsari K o Ppasar
kriteria hasil perhitungan dengan Kliwon, Kec. Se ’ e ;jan e
metode AHP yang telah dilakukan, lebres’ . Serengan,
selengkapnya dapat dilihat pada b. Peringicat s [ndek?
B e Perkembangan Wilayah (PkW)
dari yang terbesar hingga yand
terkecil adalah Kec. Jebres, Ke¢
Laweyan, Kec. Banjarsari, Ke®
Serengan, dan Kec. Pas¥
/ Kliwon;
48 , R R

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA.
SAN

) IPKel (Indeks Pembangunan
Kelurahan) Tingkat Kote}. Surakarta
Hasil pengkajian Indeks

Pembangunan Kelurahan (IPKel) g;
tingkat Kota Surak.arta, yang dihitung
dari rerata masing-masing indekg
dan sub indeks pembentuk IPKe],
telah ditemukan IPKel Kota Surakart,
secara rata-rata selama tahun 2004.
2006 adalah sebesar 1,2313; dengan
sub indeks pembentuk IPKel, adalah:
(i) Besarnya Sub Indeks Kapasitas
Pemerintahan (KpP) adalah sebesar
2,0718; (ii) Besarnya Sub Indeks
Perkembangan Wilayah (PkW)
adalah sebesar 1,0338; (iii) Besarnya
Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat
(KbM) adalah sebesar 0,9785; dan

(iv) Besarnya Sub Indeks
Keswadayaan Masyarakat (KsM)
adalah sebesar 0,8211.

2. IPKel (Indeks Pembangunan

Kelurahan) Tingkat Kecamatan
Dengan membuat rerata dari
masing-masing Indeks Pembangunan
Kelurahan (IPKel) dan juga sub
indeks pembentuk IPKel, dapat dapat
dijelaskan bahwa peringkat untuk
IPKel dari yang terbesar hingga yang
terkecil adalah Kec. Laweyan, Kec.
Banjarsari, Kec. Jebres, Kec.
Serengan, dan Kec. Pasar Kliwon.
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peringkat untuk Sub Indeks
l,‘[eberdayau;m Masyarakat (KbM)
dari yand terbesar hingga yang
rerkecil adalah Kec. Laweyan,

Banjarsari, Kec. Jebres,

Kec- )
Kec. Pasar Kliwon, dan Kec.
Seregan.

peringka' untuk Sub Indeks
Keswadayaan Masyarakat (KsM)
dari yang terbesar hingga yang
terkecil adalah Kec. Serengan,
Kec. Jebres, Kec. Banjarsari,
Kec. Pasar Kliwon, dan Kec.

Laweyarn.

[PKel (Indeks Pembangunan

.K.elurahan) di 51 Kelurahan di Kota
gurakarta

Dari hasil perhitungan Indeks
pembangunan Kelurahan (IPKel)
secara rata-rata selama tahun
2004-2006 yang diurutkan dari
yang terbesar sampai yang
terkecil, dan juga sub indeks
pembentuk [PKel di 51
kelurahan di Kota Surakarta,

dapat dijelaskan sebagai
berikut: ‘

Untuk Indeks Pembangunan
Kelurahan (IPKel) di 51

kelurahan yang ada di Kota
Surakarta telah ditemukan
bahwa peringkat § (lima) besar
kelurahan dengan IPKel dari
yang tertinggi, yaitu: (i)
Kelurahan Jajar [Kec. Laweyan];
(ii) Kelurahan Kerten [Kec.
Laweyan]; (iii) Kelurahan
Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv)
Kelurahan Mojosongo . [Kec.
Jebres]; dan (v) Kelurahan
Gandekan [Kec. Jebres]. Sedang
5 (lima) kelurahan dengan IPKel
dari yang terkecil, yaitu: (1)
Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar
Kliwon]; (ii) Kelurahan Pasar
Kliwon [Kec. Pasar Kliwon]; (iii)
Kelurahan Kepatihan Wetan
[Kec. Jebres]; (iv) Kelurahan
Panularan [Kec. Laweyan]; dan
(V) Kelurahan Kepatihan Kulon
[Kec. Jebres].

\
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b. Untuk Sub Indeks Kapasitas

Pemerintahan (KpP) di 8!
kelurahan yang ada di Kota
Surakarta  telah ditemukan
bahwa peringkat 5§ (lima) besar
kelurahan dengan sub indeks
KpP dari yang tertinggi, yaitu:
(i) Kelurahan Purwosari [Kec.
Laweyan]; (i1) Kelurahan
Sondakan [Kec. Laweyan]; (iii)

Kelurahan Punggawan [Kec.
Banjarsari]; (iv) Kelurahan
Mangkubumen [Kec.
Banjarsari]; dan (v) Kelurahan
Laweyan [Kec. Laweyan].
Sedang 5 (lima) kelurahan

dengan sub indeks KpP dari
yang terkecil, yaitu: (i)
Kelurahan Mojosongo [Kec.
jebres]; (ii) Kelurahan
Karangasem [Kec. Laweyan];
(iii) Kelurahan Semanggi [Kec.
Pasar Kliwon]; (iv) Kelurahan
Tegalharjo [Kec. Jebres]; dan
(v) Kelurahan Kepatihan Kulon
[Kec. Jebres]

Untuk Sub Indeks
Perkembangan Wilayah (PkW)
di 51 kelurahan yang ada di
Kota Surakarta telah ditemukan
bahwa peringkat 8 (lima) besar
kelurahan dengan sub indeks
PkW dari yang tertinggi, yaitu:
(i) Kelurahan Sriwedari [Kec.
Laweyan]; (ii) Kelurahan Jebres
[Kec. Jebres]; (iii) Kelurahan
Tegalharjo [Kec. Jebres]; (iv)
Kelurahan Mojosongo [Kec.
Jebres]; dan (V) Kelurahan
Pajang [Kec. Laweyan]. Sedang
§ (lima) kelurahan dengan sub
indeks PXW dari yang terkecil,
yaitu: (i) Kelurahan Semanggi
[Kec. Pasar Kliwon];  (ii)
Kelurahan Jagalan [Kec. Jebres];
(iii) Kelurahan Laweyan [Kec.
Laweyan]; (iv) Kelurahan
Kestalan [Kec. Banjarsari]; dan
(v) Kelurahan Pucang Sawit

ec. Kec. Jebres].

Untuk Sub Indeks Keberdayaan
Masyarakat  (KbM) di 81
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kelurahan yang ada di Kota
Surakarta, telah  ditemukan
bahwa peringkat 5 (lima) besar
kelurahan dengan sub indeks
KbM dari yang tertinggi, yaitu:
(1) Kelurahan Jajar [Kec.
Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten
[Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan

Sumber [Kec. Banjarsari]; (iv)a.

Kelurahan Mojosongo [Kec.
Jebres]; dan (v) Kelurahan
Banyuanyar [Kec. Banjarsari].
Sedang 5§ (lima) kelurahan
dengan sub indeks KbM dari
yang terkecil, yaitu: (1)
Kelurahan Joyotakan [Kec.

Serengan]; (ii) Kelurahan Pajang
{Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan
Penumping [Kec. Laweyan]; (iv)
Kelurahan Nusukan [Kec.
Banjarsari}; dan (iv) Kelurahan
Purwodiningratan [Kec. Jebres].
Untuk Sub Indeks Keswadayaan
Masyarakat (EsM) di 51
kelurahan yang ada di Kota
Surakarta, telah ditemukan
bahwa peringkat 5 (lima) besar
kelurahan dengan sub indeks
KsM dari yang tertinggi, yaitu:
(i) Kelurahan Danukusuman
[Kec. Serengan]; (ii) Kelurahan
Gandekan [Kec. Jebres]; (iii)
Kelurahan Gilingan [Kec.
Banjarsari]; (iv) Kelurahan
Pucang Sawit [Kec. Jekres]; dan
(v) Kelurahan Sudiroprajan
[Kec. Jebres]. Sedang 5 (lima)
kelurahan dengan sub indeks

KbM dari yang terkecil, yaitu:b.

(i) Kelurahan Karangasem [Kec.
Laweyan]; (ii) Kelurahan
Sriwedari [Kec. Laweyan]; (iii)
Kelurahan Tipes [Kec.
Serengan]; (iv) Kelurahan
Panularan [Kec. Laweyan]; dan
(v) Kelurahan Gajahan [Kec.
Pasar Kliwon].

50
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dari serangkaian analisis Yang
telah  dilakukan pada  Dbagiay
sebelumnya, maka beberapa
simpulan yang diperoleh adalap

sebagai berikut:

Dari hasil pengkajian Indeks
Pembangunan Kelurahan (IPKel) gj
tingkat Kota Surakarta, yang dihitung
dari rerata masing-masing indeks
dan sub indeks pembentuk IPKe],
dapat dijelaskan bahwa IPKel Kota
Surakarta secara rata-rata selama
tahun 2004-2006 adalah sebesar
1,2313; dengan sub indeks
pembentuk  IPKel, adalah: (j)
Besarnya Sub Indeks Kapasitas
Pemerintahan (KpP) adalah sebesar
2,0718; (ii) Besarnya Sub Indeks
Perkembangan Wilayah (PkW)
adalah sebesar 1,0335; (iii) Besarnya
Sub Indeks Keberdayaan Masyarakat
(KbM) adalah sebesar 0,9785; dan

(iv) Besarnya Sub Indeks
Keswadayaan Masyarakat (KsM)
adalah sebesar 0,8211. Hal ini

membawa mempunyai makna bahwa
penyumbang besar terhadap IPKel di
Kota Surakarta masih didomininasi
oleh basarnya sub indeks KpP
sementara sub indeks KsM masih
relatif rendah. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa tingkat
partisipasi  masyarakat terhadap
Pembangunan kelurahan  masih
relatif kecil,

Dari hasil perhitungan Indeks
Pembangunan Kelurahan (IPKel)
Secara rata-rata di tingkat kecamatan
dapat disimpulkan bahwa urutan
IPKel c}ari yYang terbesar hingga yand
terkecil berturut-turut adalah: ()
Kec. Laweyan; (ii) Kec. Banjarsarh
(iii) Kec. Jebres; (iv) Kec. Serengal
dan (v) Kec. Pasar Kliwon. Hal i}
membawa implikasi bahwa
per.nbagunan di Kota Surakarta masil
maju di Wilayah-wilayah bagian barat
dan tengan, sementara di wilaya!
timur dan utara masih relatif rendd

___-—-/
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m maju. Sedang untuk sub

(au pelu T
?deks embentuk‘IPKel di tingkat
in _amatan dapat dijelaskan sebagai
ke

erikut:

1)

2)

3)

peringkat untuk- Sub Indeks
Kapasitas Pemermtar_\an (XpP)
dari yang terbesar hingga yang
terkeCil adalah-: (i) Kec. Laweyan;
(ii) Kec. Ban].ait_rsan; (iii) Kec.
pasar Kliwon; (ii1) Kec. Serengan,
dan (v) Kec. Jebres. Hal ini
membawa implikasi bahwa lokasi
pemerintahan yang dekat dengan
Pemerinatan Kota  membawa
dampak pada besaran sub indeks
KpP yang lebih besar dibanding
dengan lokasi kecamatan yang
semakin jauh dari Pusat
Pemerintahan Kota.
Peringkat untuk Sub Indeks
Perkembangan Wilayah (PkW)
dari yang terbesar hingga yang
terkecil adalah: (i) Kec. Jebres;
(ii) Kec. Laweyan; (iii) Kec.
Banjarsari; (iv) Kec. Serengan;
dan (v) Kec. Pasar Kliwon. Hal ini
membawa implikasi bahwa
pemikiran untuk memajukan
wilayah di bagian utara (Kec.
Jebres) sudah mulai kelihatan
sejak periode 2004-2006, dengan
indikasi sub indeks PkW untuk
Kecamatan Jebres sudah
menduduki peringkat yang baik.
Sementara untuk wilayah bagian
timur (Kec. Pasar Kliwon), masih
belum menunjukkan hasil yang
memuaskan di bidang
Perkembangan wilayah. Lokasi
Yang dekat dengan Bantaran
Sungai Bengawan Solo (Sering
Banjir pada awal-awal musim
Penghujan),  sedikit banyak
Menghambat dalam kemajuan
Pembangunan di beberapa
%ell_lrahan di kecamatan ini.
eringkat untuk Sub Indeks
geb.erdayaan Masyarakat (KbM)
learrl: yang terbesar hingga yangd
(i) ecil adalah: (i) Kec. Laweyar
-y Kec. Banjarsari; (iii) 'Kec.
res; (iv) Kec. Pasar Kliwon;

Mulyanto, Pengembangan Model Dan Penyusunan...

dan (v) Kec. Serengan. Hal ini
membawa implikasi bahwa
tingkat keberdayaan masyarakat
di Kecamatan Laweyan relatif
lebih baik dibanding dengan
kecamatan yang lain. Keberadaan
‘TRADEMARK KAMPUNG BATIK
di wilayah ini sedikit banyak telah
mengangkat citra ~masyarakat

dalam upaya meningkatkan
pendapatan keluarga dan
masyarakat di wilayah ini.

4) Peringkat untuk  Sub

Indeks Keswadayaan Masyarakat
(KsM) dari yang terbesar hingga
yang terkecil adalah: (i) Kec.
Serengan; (ii) Kec. Jebres; (iii)
Kec. Banjarsari; (iv) Kec. Pasar
Kliwon; dan (v) Kec. Laweyan. Hal
ini membawa iplikasi bahwa IPKel
yang tinggi tidak otomatis
dibentuk oleh sub-sub indeks
yang tinggi pula. Kecamatan
Serengan yang mempunyai IPKel
rendah ternyata dalam sub indeks
KsM-nya tinggi.

Dari hasil perhitungan Indeks

Pembangunan Kelurahan (IPKel)

secara rata-rata selama tahun 2004-

2006 yang diurutkan dari yang

terbesar sampai yang terkecil, dan

juga sub indeks pembentuk IPKel di

51 kelurahan di Kota Surakarta, dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk Indeks Pembangunan
Kelurahan (IPKel) di §1 kelurahan
yang ada di Kota Surakarta telah
ditemukan bahwa peringkat 5
(lima) besar kelurahan dengan
IPKel dari yang tertinggi, yaitu:
(1) Kelurahan Jajar [Kec.
Laweyan]; (ii) Kelurahan Kerten
[Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan
Sumber [Kec.. Banjarsari]; (iv)
Kelurahan Mojosongo [Kec.
Jebres]; dan (v) Kelurahan
Gandekan [Kec. Jebres]. Sedang §
(lima) kelurahan dengan IPKel
dari yang terkecil, vyaitu: (i)
Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar
Kliwon]; (ii) Kelurahan Pasar
Kliwon [Kec. Pasar Kliwon]; (iii)
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2)

3)

Kelurahan Kepatihan Wetan [Kec.
Jebres]; (iv) Kelurahan Panularan
[Kec. Laweyan]; dan (V)
Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec.
Jebres].

Untuk Sub Indeks Kapasitas
Pemerintahan (KpP) di 5l
kelurahan yang ada di Kota
Surakarta telah ditemukan bahwa
peringkat 5 (lima) besar
kelurahan dengan sub indeks KpP
dari yang tertinggi, yaitu: (i)
Kelurahan Purwosari [Kec.
Laweyan]; (ii) Kelurahan
Sondakan [Kec. Laweyan]; (iii)
Kelurahan Punggawan [Kec.
Banjarsari]; (iv) Kelurahan
Mangkubumen [Kec. Banjarsari];
dan (v) Kelurahan Laweyan [Kec.
Laweyan]. Sedang 5 (lima)
kelurahan dengan sub indeks KpP
dari yang terkecil, vyaitu: (i)
Kelurahan Mojosongo [Kec.
Jebres]; (ii) Kelurahan
Karangasem [Kec. Laweyan]; (iii)
Kelurahan Semanggi [Kec. Pasar
Kliwon]; (iv) Kelurahan
Tegalharjo [Kec. Jebres]; dan (v)
Kelurahan Kepatihan Kulon [Kec.
Jebres]. oy

Untuk Sub Indeks Perkembangan
Wilayah (PkW) di 51 kelurahan
yang ada di Kota Surakarta telah
ditemukan bahwa peringkat §
(lima) besar kelurahan dengan
sub indeks PkW dari vyang
tertinggi, vyaitu: (i) Kelurahan
Sriwedari [Kec. Laweyan]; (ii)
Kelurahan Jebres [Kec. Jebres];
(iii) Kelurahan Tegalharjo [Kec.
Jebres]; (iv) Kelurahan Mojosongo
[Kec. Jebres]; dan (v) Kelurahan
Pajang [Kec. Laweyan]. Sedang 5
(lima) kelurahan dengan sub
indeks PkW dari yang terkecil,
yaitu: (i) Kelurahan Semanggi
[Kec. Pasar Kliwon]; (ii) Kelurahan
Jagalan [Kec. Jebres];
Kelurahan Laweyan [Kec.
Laweyan]; (iv) Kelurahan Kestalan
[Kec. Banjarsari]; dan )
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4)

9)

Kelurahan Pucang Sawit
Kec. Jebres].

Untuk Sub Indeks Keberdayaay,
Masyarakat (KbM) di 51 kelurahay
yang ada di Kota Surakarta, telan
ditemukan bahwa peringkat g
(lima) besar kelurahan dengap
sub indeks KbM dari Yang
tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan
Jajar [Kec. Laweyan]; (ii)
Kelurahan Kerten [Kec. Laweyan];
(iii) Kelurahan Sumber [Kec,
Banjarsari]; (iv) Kelurahan
Mojosongo [Kec. Jebres]; dan (v)
Kelurahan Banyuanyar [Kec.
Banjarsari]. Sedang § (lima)
kelurahan dengan sub indeks
KbM dari yang terkecil, yaitu: (i)
Kelurahan Joyotakan [Rec.
Serengan]; (ii) Kelurahan Pajang
[Kec. Laweyan]; (iii) Kelurahan
Penumping [Kec. Laweyan]; (iv)
Kelurahan Nusukan [Kec.
Banjarsari]; dan (iv) Kelurahan
Purwodiningratan [Kec. Jebres].
Untuk Sub Indeks Keswadayaan
Masyarakat (KsM) di 51 kelurahan
yang ada di Kota Surakarta, telah
ditemukan bahwa peringkat 5
(lima) besar  kelurahan dengan
sub  indeks KsM dari vyang
tertinggi, yaitu: (i) Kelurahan
Panukusuman [Kec. Serengan];
(i) Kelurahan Gandekan [Kec.
Jebres]; (iii) Kelurahan Gilingan
[Kec. Banjarsari]; (iv) Kelurahan
Pucang Sawit [Rec. Jebres]; dan
(V) Kelurahan Sudiroprajan [Kec-
Jebres].  Sedang 5 (lima)
kelurahan dengan sub indeks

[Kec,

KbM dari yang terkecil, yaitu: @)
Kelurahan  Karangasem [KeC:
Laweyan]; (ii) Kelurahan

Sriwedari [Kec. Laweyan]; (i)
K.elurahan Tipes [Kec. Serengan];
(iv) Kelurahan Panularan [Kec-
Laweyan); dan (v) Keluraha?
Gajahan [Kec. Pasar Kliwon]-

Qi tite oo
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gn dan Implementasi Kebljakan ~ —c. Dengan melihat hasil perhitungan
garan dan ln‘.lplerr'lentas% nilai IPKel dan juga psub indiks
cepijakan Yangugfpzrs;imb; dari pembentuk IPKel; dapat diketahui
serangkalan ) deks P sngan sejauh mana pelaksanaan
pyusunan Indexs embangunan pProgram-program pembangunan

pe di 51 : :
jurahan (IPKel) di kelurahan di yang lebih tinggi di tingkat kota

f{zta suraka}'ta selama 3 (tiga) tahun dan kecamatan di Kota Surakarta
tgrakhir, yaitu tahun 20(_’41 2005 dan telah berpengaruh dan
2006 adalah sebagai berikut: mempengaruhi terhadap kinerja

pengan telah disusunnya Indeks pembangunan di tingkat

a.

pPembangunan Kelurahan (IPKel)
di Kota Surakarta tahun 2004,
2005, dan 2006; baik IPKel Total
maupun Sub-Sub IPKel menurut
sub-kriteria tertentu [Sub Indeks
Kapasitas Pemerintahan (KpP),
Sub Indeks Perkembangan
wilayah (PkW), Sub Indeks
Keberdayaan Masyarakat (KbM)
dan Sub Indeks Keswadayaan
Masyarakat (KsM)]; hasilnya
dapat dijadikan sebagai tolok
ukur tingkat keberhasilan di
dalam mengelola pemerintahan di

tingkat kelurahan di Kota
Surakarta pada khususnya, dan
dapat diadobsi di kelurahan-

keluraha lain di Indonesia. IKel
yang tinggi mencerminkan bahwa

pemerintahan yang lebih rendah,
yang dalam hal ini adalah kinerja
pembangunan di 51 kelurahan di
Kota Surakarta. Hasil dari evaluasi
atas kinerja pembangunan di
tingkat kelurahan dapat dijadikan
sebagai bahan untuk kegiatan
perencanaan pembangunan di
masa-masa mendatang,
khususnya di dalam menyusun
dokumen RENSTRA-SKPD
(Rencana Strategis — Satuan Kerja
Perangkat Daerah) Kelurahan
yang merupakan dokumen
perencanaan 5 (lima) tahunan dan
juga RENJA-SKPD (Rencana Kerja
— Satuan Kerja Perangkat Daerah)
Kelurahan yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan di

pengelolaan pemerintahan di Kota Surakarta.
snatu kelurahan menunjukkan d. Dengan melihat berbagai
adanya Kkinerja (performance) indikator data yang digunakan di
yang lebih baik dibanding dalam penyusunan indeks dan
dengan kelurahan lain yang sub indeks ini, maka setiap
mempunyai besaran indeks di kelurahan dapat memperbaiki
bawahnya. basis data yang selama ini telah
Dengan dihasilkannya IPKel di dan sedang didokumentasikan
Kota Surakarta, dapat dijadikan dalam bentu}c Monografi
sebagai pedoman/dasar di dalam Kelurahan, selanjutnya mengeva-
mengalokasikan anggaran luasi .tmgkat keakuratan datanya
Pembangunan yang tidak semata- sekaligus mengemban.gk.an data-
Mmata  bperdasar  atas  asas data yang selama ini belum
Pemerataan, namun juga di:okur_nentasﬂfan dan ::lll;:er:ull:an
me i tasi sebagal penunjang pe entukan
kerljzper ng:;ia ngka;asing?x:leaiing indeks dl masa-masa r.nendatang
kecamatan dan juga dari masing- yang lebih baik dan lebih akurat.
Masing kelurahan; termasuk di & Suate kelurahan dan juga
dalamnya untuk memberikan kecamatan yang dalam dokumen
Perhatian i kepada Indeks .P.embangunan Kelurahm}
elurahan-kelurahan yang masih (Ipx.el) ini, keb-_etulan mempunyai
fnempunyai indeks dan sub peringkat (ratmgr)‘ yang rgndah,
indejkg vang relatif rendah. harus segera dievaluasi dan
e e 53
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kemudian dilanjutkan dengan
terus mengupayakan peningkatan
dalam pengelolaan pemerintahan
dan pembangunan di masing-
masing wilayah kerjanya.

3.Keterbatasan Studi

Studi ini sangat dipengaruhi
oleh tingkat keakuratan data
sekunder yang tersedia di masing-
masing kelurahan yang digunakan
_sebagai masukan utama dalam studi
ini. Studi ini belum dikatakan optimal
karena adanya 2 (dua) anggapan
Yang menjadikan keterbatasan studi
ini, yaitu: Pertama, karena data tahun
2007 tidak semua kelurahan lengkap
(sebagian besar masih kosong),
maka perhitungan dan analisis IPKel
menggunakan data isian dari tahun
2004-2006. Hal ini membawa
implikasi bahwa hasil analisis
menjadi kurang mutakhir. Kedua,
karena variabel Keuangan Daerah
yang membentuk Sub  Indeks
Kapasitas Pemerintahan sebagian
besar tidak terisi, maka digunakan
pendekatan isian secara
proporsional yang terus meningkat
selama kurun waktu 2004-2006. Pada
butir yang kedua lebih didasarkan
pada suatu kenyataan bahwa
kelurahan merupakan bentuk SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah)
yang tidak mempunyai kemandirian
secara langsung dalam menyusun
anggarannya sendiri sebagaimana
pada Pemerintahan Desa. Hal inilah
yang merupakan kelemahan kajian

pada Tahun Pertama  (2008),
sehingga pengkajian di
Pemerintahan Desa kemungkinan

akan menghasilkan temuan yang
menarik (Hibah Tahun Ke-2, Tahun
2009).

Di samping itu, ada kelemahan
yang lain yaitu bahwa perhitungan
indeks dan sub indeks masih
didasarkan pada hasil perhitungan
rerata selama kurun waktu 2004-2006
sehingga potret dati tahun ke tahun
belum didokumentasikan sehingga

ada / tidaknya kenaikan indeks dan
sub indeks belum dipaparkap,
Kelemahan lain yaitu belum
digunakannya seperangkat  a]a¢
analisis statistik, semisal Simpangan
Baku (Standart Deviation), Koefisien
Variasi (Coefficient of Variation), dan
juga alat analisis uji-F (F-Tes?) untuk
melengkapi temuan hasil indeks danp
sub indeks. Hal inilah yang pada
hibah tahun ke-2 (Tahun 2009)
diharapkan akan dilengkapi
sehingga hasil akhirnya benar-benar
pisa dijadikan percontohan atau
prototif ~untuk perhitungan dan
pengukuran kemajuan pembangunan
desa dan kelurahan di daerah-daerah
lain selain Kota Surakarta (prototif
tipe kelurahan pada tahun pertama,
2008) dan di Kabupaten Karanganyar
(prototif tipe desa pada tahun kedua,
20089).
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Gambar 2.1.
Kerangka Penyusunan Indeks Pembangunan Kelurahan (IPKel)
di 51 Kelurahan di Kota Surakarta.
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IKsM
IKpP IPkW IKb M -
“.f)? (1.2 (1.3)? L4y |
| | PM || 1sM || 1
L 1 FL IKK || 1kM || ISB _’ DT
l.]l(.?? lt.lflz)? 1*15.2? ll.zF.ll’? 1“‘2:\;9 1232 | | 1302 || 1322 ]| 133 14.12 || 1422 || 143,
L INDIKATOR - INDIKATOR TURUNANNYA
Keterangan:
1. IPKel : Indeks Pembangunan Kelurahan 1)
(IPD = .. xIKpP+ ... xIPkW + ... x IKbM + ... x IKsM)
2. IKpP : Indeks Kapasitas Pemerintahan (1.1)
(IKpP = AL A L IR+ ... % ISP)
- IKA Indeks Kapabilitas Aparat (1.1.1)
- IKD : indeks Keuangan Daerah (1.1.2)
- ISP Indeks Sarana dan Prasarana Pemerintahan (1.1.3)
3. IPkW: Indeks Perkembangan Wilayah (1.2)
(IPkW = Cax IPR St X IBRW + ... X IFL)
- IFP Indeks Fasilitas Publik (1.2.1)
- IEW Indeks Ekonomi Wilayah (1.2.2)
- IFL Indeks Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan
Sumber Daya Alam (1.2.3)
4. TKbM: Indeks Keberdayaan Masyarakat (1.3)
(IkbM = .. xIKK + ... xISM + ... x ISB)
- IKK Indeks Kependudukan dan Ketenagakerjaan (1.3.1)
- IKM : Indeks Kesejahteraan Masyarakat (1.3.2)
-8B Indeks Kondisi Sosial Politik dan Budaya (1.3.3)
5. IKsM: Indeks Keswadayaan Masyarakat (1.4)
(IksM = «XIPM+ .. xISM +..x IDT)
- IPM Indeks Partisipasi Masyarakat (1.4.1)
- ISM : Indeks Swadaya Murni (1.4.2)
- IDT : Indeks Daya Tarik (1.4.3)
Catatan: ... (titik-titik) akan diisi dengan angka/besaran parameter hasil

perhitungan AHP (dnalitical Hierarchy Process) dari sepe iedarkan
pada ahli, pejabat dan praktisi terkait. fe s Eat augket yung die

Gambar 2.2,
Rancangan Kerangka Pembobotan Masing-masin
Sub-Indeks Pengukuran Indikator Kemajuan Pefn?a‘:nelrn:;n
Kelurahan pada Era Otonomi <
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